
KEPUTUSAIT I(TPALA KAilTOR WILAYAII KEMEilTERIAS AGAfrI]tr
PROVIIIISI JAIIIA TIMUR

NOMOR 374A TAIIUN 2A17
TEITTAITG

PEMBEnIAII IzIr ptltDIRIAN / OPERASIOIiIAL
IUAI}RASAH ALTYAII ST'ITAI5 AMPTL KABUPATET BOJOIITEGORO

PROVIITSI JAWA TIMUR

DTITGAIT RAHMAT TI'HAIT YAIYG MAIIA ESA

I(TPALI\ KA1YTOR WIL.ITYAII KTMEIYTERIAIT AGAMA PROVIIYSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

batrwa masa berlaku izin operasionallpendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/operasional madrasah berdasarkan Rekqs.endasi
dari Kepala Kantor Kementerian Agama Xegirpefnl{
BOJONEGORO Nomor: Kd. 15. 16 / 2 lPP.OO / 897 / 2AL6
Tanggal 12 FEBRUARI 2A16;

Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tihrur tentang Perpanjangan Izio,r
PendirianlOperasional MADRASAH ALIYAH SUNAN AMPEL
KABUPATEN BOJONEGORO Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 2O Tatrun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tatrun ZOOS tentang Standar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2005 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Repuplik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tatrun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan {lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

b.

C.

d.

2.



3.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a86al;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2A1O tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun ZOLA tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor Il2, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2OA7
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atasl Madrasalr Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2OL3
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Petrayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota; j

^i

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana*&ldh
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2OL6 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

iMadrasah;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidika+ Islam Nomor 1385
Tahun 2OL4 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakag

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tatrun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lztr^
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hitrang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin'Pen'dirian Madrasah;

5.

6.

7.

8.

9.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPAIA KANTOR WILAYAH KEMENMRIAN AGAMATENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH ALTYA}I SUNAN AMPEL KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR.

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana Grcantum aaum r,ampiran yang
a.erupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasiorral sebagaimana dimaksud dal;am Diktum
KESATU dapat dicabut apabir,a madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan tetenluan peraturan
perundang-undangan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Juni zOtT

KANTOR WILAYAH
AGAMA

WA TIMUR,

B^Hm7.
ffis



IAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPAI-A KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3748 TAHUN 2OL7
TENTANG
PEMBERTAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL
MADRASAH ALTYAH SUNAN AMPEL
KAE}UPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA
NMUR

TDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1 Nam6 Madrasatr SUNAN AMPEL

2 Nomor Statistik Madrasah L31235220A17

3 Alamat Madrasah JL.KAKT PROYO

DESA TANJUNGHAR.IO

KECAMATAN KAPAS

KABUPATEN BOJONEGORO

PROVINSI JAWA TIMUR

4 Na m a Organisasi Penyelenggara LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARTF NU

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 4, MUNYATI SULLAM, SH., IVDA..^t

.."r i,
6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU- 1 19.AH.0 1.O8.TAHUN 20 13/
26 JUNT 2OI3

AGAMA
IVA TIMUR,




